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KATA PENGANTAR 

 

Sejak Orde Baru (Orba) tumbang dan digantikan oleh orde reformasi, krisis 

ekonomi, masalah sosial politik, masalah hukum, dan ancaman separatisme tidak 

pernah lenyap dari bangsa Indonesia. Selain itu salah satu masalah besar yang tidak 

pernah lenyap dari bangsa Indonesia adalah kasus korupsi yang terus terjadi.  Korupsi 

sebagai sebuah persoalan besar atau Extra ordinary crime adalah tindakan 

penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh segelintir orang demi meraup 

keuntungan peribadi sebanyak mungkin dari pihak lain di luar dirinya atau 

kelompoknya. Dengan kata lain korupsi adalah tindakan pengobjekan terhadap 

individu lain   demi meraup keuntungan peribadi sebanyak mungkin.  

Korupsi di Indonesia terjadi karena berberapa hal. Pertama, situasi ekonomi 

yang buruk dimana banyak anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak sampai 

pada masyarakat. Kedua, ketidakpastian hukum. Contoh nyata dari hal ini adalah 

banyak pejabat negara yang tertangkap atas tuduhan korupsi masih bebas dan bahkan 

masih ada yang menerima gaji walaupun sudah didakwa melakukan tindakan korupsi. 

Ketiga, birokrasi pemerintahan yang tidak sehat, dimana banyak dari para birokrat 

yang menjadi terdakwa atas kasus korupsi. Keempat, banyak dari para pejabat 

pemerintah di Indonesia yang tidak lagi berpegang teguh pada etika sebagai pejabat 

publik. Banyak diantara mereka yang menyelewengkan tugas dan tanggung jawabnya 

sebagai pejabat publik.   

Di tegah situasi seperti ini keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia hanya 

akan menjadi mimpi tanpa ada yang mewujudkannya. Oleh karena itu kita perlu 

menegakan kembali peran penting perintah ketujuh dekalog dalam upaya menegakan 

kembali keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia. Dengan menegaskan kembali 

peran perintah ketujuh dekalog niscaya keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia 

akan terwujud.  

Kenyataan inilah yang pada akhirnya mendorong penulis untuk 

memperkenalkan kembali peran perintah ketujuh dekalog dalam kehidupan bangsa 
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ABSTRAK  

 

Marianus Yasinto Ogur, 16.75.5927. Makna Perintah Ketujuh Dekalog 

Bagi Upaya Pencegahan Korupsi di Indonesia. Skripsi. Program Sarjana. Program 

Studi Filsafat Teologi Agama Katolik, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero. 

2021. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan dan menjelaskan makna 

perintah ketujuh dekalog bagi upaya pencegahan kasus korupsi yang sering terjadi di 

Indonesia, dan (2) sebagai syarat akademis untuk memperoleh gelar sarjana filsafat 

setelah mengikuti kuliah filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero.  

Jenis penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif 

dengan menggunakan metode deskriptif melalui studi pustaka. Studi pustaka 

dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dengan cara membaca dan 

memahami data-data sekunder yang ada di perpustakaan berupa buku-buku, jurnal, 

majalah, koran, dan kamus yang relevan dengan tema tulisan (perintah ketujuh 

dekalog dan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia). Selain itu sumber-sumber dari 

internet juga digali dengan tujuan untuk menambah sebagian dari sumber-sumber 

yang telah ada. Setelah dianalisis data-data tersebut selanjutnya diprediksi untuk 

mendapatkan makna dan implikasi pemecahan masalahnya dengan cara menarik 

relevansi perintah ketujuh dekalog bagi upaya pencegahan kasus korupsi yang terjadi 

di Indonesia.  

Berdasarkan hasil penelitian penulis, perintah ketujuh dekalog dapat 

diterapkan bagi upaya pencegahan kasus korupsi di Indonesia ketika berbagai upaya 

yang selama ini telah dijalankan masih belum berhasil mencegah dan meminimalisasi 

kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dan dampak yang ditimbulkannya. Hal ini 

didukung dengan beberapa temuan poin relevansi brikut, yakni (1) perintah ketujuh 

dekalog bukan semata-mata ditujukan untuk mengatur hidup bangsa Israel namun 

sekaligus ditujukan untuk mengatur kehidupan bangsa manusia saat ini terkhusus 

kehidupan bangsa Indonesia. (2) ada beberapa makna dari perintah ketujuh dekalog 

yakni, menghargai hak milik setiap peribadi, membentuk nilai-nilai positif dalam 

kehidupan yakni nilai tanggung jawab dan nilai kejujuran, perintah ketujuh dekalog 

sekaligus juga mengupayakan cinta kasih terhadap orang miskin. (3) makna-makna 

tersebut di atas harus diperkenalkan kepada setiap orang, baik secara individu, 

kelompok. (4) pengenalan makna perintah ketujuh dekalog akan membantu setiap 

individu atau kelompok dalam mengusahakan keadilan sosial. (5) makna dari 

perintah ketujuh dekalog dapat membantu manusia untuk menghindari praktik-

praktik korupsi sekaligus mempengaruhi cara berpikir setiap orang. (6) dengan 

mengenalkan kembali makna perintah ketujuh dekalog maka setiap individu akan 

kembali kepada tujuan utama dari kehidupannya.  

 

Kata Kunci:  Praktik korupsi, perintah ketujuh dekalog, Indonesia.   
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